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PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Mrd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syaríyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  Umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa,  tempat  kediaman  di  Deli  Serdang,

Sekarang  berdomisili  di  Kabupaten  Pidie  Jaya Provinsi

Aceh, selanjutnya disebut sebagai  Penggugat ;

melawan

TERGUGAT,  Umur  32  tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan  SMA,  Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Bireun

Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai  Tergugat;

Mahkamah Syaríyah tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya tanggal  21  Februari  2024

telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Mahkamah  Syaríyah  Meureudu,  dengan  Nomor  42/Pdt.G/2024/MS.Mrd,

tanggal 21 Februari 2024,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat

telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  Kecamatan   ,  sebagaimana

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  xxx, tertanggal 27 Agustus

2023;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat  dan Tergugat tidak pernah

tinggal bersama dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak  Agustus  2023 keadaan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

 Bahwa sejak menikah pada bulan Agustus 2023 Tergugat tidak

pernah pulang kerumah Penggugat tanpa tahu alasan yang jelas;

 Bahwa  Antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  pernah

melakukan  hubungan  layaknya  suami  istri  (Qobla  Dukhul)  dan

Tergugat tidak memberi  nafkah apapun kepada Penggugat sejak

menikah hingga saat ini;

 Bahwa  kepergian  Tergugat  sampai  saat  ini  sudah  6  Bulan.

Selama  kepergian  tersebut  Tergugat  tidak  pernah  kembali  dan

menghubungi Penggugat;

 Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah

tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena mengingat tidak

ada i'tikad baik dari Tergugat terhadap Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975,  dan  untuk  itu

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :
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Apabila  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini

berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya  (ex aequo et

bono.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat

telah datang menghadap di  persidangan,  sedangkan Tergugat   tidak datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas) Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Mrd tanggal 23 Februari 2024 dan 1 Maret

2024 yang dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah dipanggil  secara resmi

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai denganTergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil secara  resmi  dan patut, lalu

dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang

maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa  untuk   menguatkan  dalil-dalil   gugatannya,   Penggugat   telah

mengajukan bukti berupa:

A.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Penggugat, NIK: xxx

yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil

tanggal  16  September  2018.  Bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai

cukup  serta  dinagezelen  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai, (bukti P1);

2. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah atas nama xxx, Nomor:  xxx,  yang

dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Ulim Kabupaten

Pidie Jaya  tanggal  27  Agustus  2023. Bukti  surat  tersebut  telah  diberi

meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, (bukti P2) ;
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B.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi-saksi :

1. Saksi  I, umur  32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1,  pekerjaan Guru

Honorer  SDN, tempat  kediaman  di  Kabupaten Pidie  Jaya Provinsi  Aceh,

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Penggugat ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat ;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami   istri

yang menikah sekitar Agustus 2023 ;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah

tinggal bersama ;

- Bahwa pada hari akad dan pesta di rumah Penggugat, Tergugat

langsung pulang ke rumah orang tuanya pada hari itu juga sekitar

jam 14.00 WIB ;

- Bahwa sejak  menikah  Tergugat  tidak  pernah  pulang  ke  rumah

Penggugat  meskipun  Penggugat  telah  meminta  Tergugat  untuk

pulang ;

- Bahwa saksi  tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat

bertengkar ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan

hubungan suami isteri ;

- Bahwa  keluarga  Tergugat  datang  ke  rumah  Penggugat  untuk

meminta  Penggugat  mengembalikan  mahar  dari  Tergugat  namun

Penggugat  tidak  bersedia  mengembalikan  mahar  saat  itu  karena

tidak ada saksi ;

- Bahwa  setahu  saksi  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah

didamaikan oleh Perangkat Gampong ;

2. Saksi  II, umur  50 tahun,  Agama  Islam, Pendidikan  SMA,  Pekerjaan

Petani/Pekebun, Jabatan Tgk Imum, tempat kediaman  di Kabupaten Pidie

Jaya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat selaku warga

saksi ;
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- Bahwa Tergugat bernama Tergugat ;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  pada  bulan  Agustus

2023 ;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah

tinggal bersama;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan antara Penggugat

dan Tergugat ;

- Bahwa  sekitar  bulan  September  2023  Paman  Tergugat  datang

kepada saksi dan meminta pengembalian mahar kepada Penggugat

namun tidak terlaksana ;

- Bahwa  saksi  tidak  bersedia  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat ;

Bahwa  Penggugat   menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya  tetap

dengan dalil-dalil gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana  terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat   tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat  telah dipanggil secara resmi dan

patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat   tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat   yang  dipanggil  secara resmi dan patut

akan tetapi tidak menghadap maka  harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

diperiksa secara verstek. Hal ini  sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg dan

sejalan  pula  dengan sebuah pendapat  Ulama  dalam Kitab  al-Anwar  juz:  II

halaman 149, yang artinya sebagai berikut : 
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   “Apabila Tergugat  berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,

maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang

diajukan dan memberikan keputusannya“;

Menimbang,  bahwa  majelis  telah  mempelajari  berkas  perkara  ini,

ternyata  telah  sesuai  dengan  maksud  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk

dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang,  bahwa  pokok  gugatan  adalah  Penggugat  mengajukan

gugatan  cerai  dengan  alasan  bahwa  sejak  Agustus  2023  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat mulai  tidak harmonis karena  Tergugat tidak pernah

pulang kerumah Penggugat tanpa tahu alasan yang jelas,  Penggugat dengan

Tergugat  tidak  pernah  melakukan  hubungan  layaknya  suami  istri  (Qobla

Dukhul) dan Tergugat tidak memberi nafkah apapun kepada Penggugat sejak

menikah hingga saat ini, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah

tempat kediaman sejak 6 (enam) bulan yang lalu ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  149 ayat  (1)  R.Bg.,

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  majelis

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2, 3, 4, dan 5,

Penggugat telah mengajukan bukti surat  P1 dan P2 serta  2 (dua) orang saksi; 

Menimbang,  bahwa bukti  P1.  (Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk)  yang

telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan

akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg;

isi  bukti  tersebut  menjelaskan  Penggugat  beragama  Islam  dan  berdomisili

Penggugat di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya dan Mahkamah Syaríyah

Meureudu secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah

bermeterai  cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
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otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan Penggugat

dan  Tergugat,  maka  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pihak  yang

berkepentingan dalam perkara ini  (persona standi in yudicio),  sehingga bukti

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah

dewasa,  berakal  sehat,  dan  sebelum  memberikan  keterangannya  telah

disumpah  terlebih  dahulu,  sehingga  memenuhi  syarat  formil  dan  materil

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang,   bahwa   keterangan    saksi  1  dan saksi 2 Penggugat

yang  tidak  melihat  langsung  adanya  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat,  namun  mengenai  kondisi  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah

tinggal bersama selama dalam masa pernikahan hingga saat ini dalam kurun

waktu lebih kurang 6 (enam) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan

dengan  dalil-dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam  Pasal  308  dan  Pasal  309  RBg,  sehingga  keterangan  saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti  P1 dan P2 serta Saksi  1 dan

Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah

pada tanggal 27 Agustus 2023 ;

2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal

bersama ;

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  belum  pernah  melakukan  hubungan

suami-istri (qablad dukhul) ;

4. Bahwa keluarga Tergugat pernah meminta pengembalian mahar kepada

Penggugat namun tidak berhasil ;

5. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana hak dan

kewajiban suami isteri ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan  adanya  fakta  hukum  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat
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terbukti sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah

tinggal bersama dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri  (qablad

dukhul) ; 

Menimbang, bahwa  dari adanya  fakta  hukum  tersebut  diatas,  maka

majelis  berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat   dan Tergugat   telah

pecah (broken mariage) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  saat  ini  sudah  tidak  lagi  mencerminkan

keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai

rumah tangga yang kekal  dan bahagia serta sakinah,  mawaddah warahmah

sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam  sulit diwujudkan ;

Menimbang,  bahwa  dari  sikap  Penggugat  di  persidangan  yang  tetap

dengan gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat,  merupakan indikasi

bahwa hubungan  Penggugat  dengan  Tergugat  sebagai  suami  isteri  saat  ini

benar-benar   sudah tidak  lagi  harmonis,  dan dari  sikap Penggugat  tersebut

maka  majelis  melihat  Penggugat  sudah  tidak  ada  I’tikad  untuk

mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat

dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan  hak dan

kewajiban Penggugat  dan Tergugat  sebagai  suami  istri  sudah tidak berjalan

sebagaimana mestinya;  

Menimbang,  bahwa fakta hukum tersebut  telah memenuhi  Pasal  39

ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas

Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  junctis Pasal  19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak

lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya

serta  ingin  bercerai,  maka  hal  tersebut  dapat  memberikan  petunjuk  bahwa

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  ada  ikatan  lahir  batin  lagi  dan

menunjukkan  perkawinan  yang  sudah  pecah,  oleh  karenanya  majelis

berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang

sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban
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dan  mendapatkan  hak-haknya,  sehingga  apabila  tetap  dipertahankan

dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan

kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dan perceraian sedapat mungkin

harus  dihindari,  akan  tetapi  melihat  fakta-fakta  di  mana  Penggugat  dan

Tergugat  yang  telah  berpisah  rumah  dan  berpisah  ranjang  demikian  juga

komunikasi  antara  suami  isteri  sudah  tidak  terjalin  lagi,  dan  pihak  keluarga

sudah tidak sanggup lagi  dan tidak  berhasil  mendamaikan keduanya,  maka

telah mengindikasikan hubungan Penggugat  dan Tergugat  yang sudah tidak

rukun  lagi  sehingga  perkawinan  tidak  lagi  memberikan  kemaslahatan  dan

ketentraman  batin  bahkan  sebaliknya  penderitaan  batinlah  yang  dirasakan

keduanya  atau  salah  satunya,  dalam  keadaan  demikian  maka  perceraian

merupakan  alternatif  terbaik  yang  dapat  menyelamatkan  keduanya  dari

penderitaan  batin  yang  berkepanjangan,  daripada  tetap  mempertahankan

perkawinan  yang  telah  rapuh,  hal  mana  sejalan  dengan  maksud  kaidah

fiqhiyyah: 

المصالح      جلب على مقدمّ المفاسد درء

Artinya : ” Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan

Kemaslahatan. 

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka

dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan

hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Nomor  9  Tahun  1975  jo  Pasal  116  huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh

karenanya petitum Penggugat pada angka 2 agar diceraikan dengan Tergugat

patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  terhadap  perkara  ini  dapat  diterapkan  pula

yurisprudensi Mahakamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

1997  yang  abstraksi  hukumnya  menyatakan  apabila  suami  istri  terjadi

perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9

Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak

satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka gugatan Penggugat  pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan

dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra qablad dukhul Tergugat terhadap

Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir

di  persidangan sedangkan gugatan Penggugat  tersebut  telah beralasan dan

tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg Gugatan

Penggugat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang,  bahwa  perkara  perceraian  termasuk  perkara  bidang

perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,   biaya perkara ini

dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)  qabla ad-

dukhul terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

hingga saat ini  sejumlah Rp. 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu

rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari  Kamis  tanggal  7  Maret 2024 Masehi,

bertepatan dengan tanggal  26 Sya’ban 1445 Hijriah, oleh kami Agus Sanwani

Arif, S.H.I serta Dr. Mira Maulidar, S.H.I., MH dan Mawaddah Idris, S.HI., M.H

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang  terbuka  untuk  umum pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis  tersebut

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Khalid, S.HI

Halaman 10 dari 11 Ptsn Nomor 42/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa  hadirnya

Tergugat; 

Ketua Majelis,

Agus Sanwani Arif, S.H.I 

Hakim Anggota,                                            Hakim Anggota,

         Dr. Mira Maulidar, S.HI., MH              Mawaddah Idris, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Khalid, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :  

1. Biaya Pendaftaran………………….… Rp.   30.000,00

2. Biaya Proses…………………………... Rp. 100.000,00

3. Biaya Panggilan………………….…… Rp. 800.000,00

4. Biaya PNBP  Panggilan........................ Rp.  20.000,00

5. Biaya Redaksi………………………... Rp.  10.000,00

6. Biaya Meterai…………………………                      Rp.  10  .000,00      

 Jumlah......... Rp. 970.000,00
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